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EKSISTENSI DAN PELUANG INDUSTRI PERTAMBANGAN
DITENGAH PERSOALAN MULTI DIMENSI

Nurkhamim

Jurusan Teknik Pertambangan — Fakultas Teknologi Mineral, UPN “Veteran” Yogyakarta
JI. SWK 104 Condong Catur, Yogyakarta

Abstract

Mining industry is a part of economical activity which is hoped to be the main pole
for the economical growth and regional development, especially because of the
advantageous multiplier effects to the local people. In this country, the presence of mining
industry has made a good impact and a bad one.

Mineral industry which has a special characteristic, namely, a huge capital and the
long payback period, needs a guarantee from the government for the investment. Because
of the uncertain politic situation, social-economic, and environmental condition, the
investment on mineral industry is truly influenced. Besides, the bias of the world recession
and the going-down-mineral commodity tend to slope down these days. These make the
mineral industry trapped inabad and unlucky situations.

The changing of the number one person in this country, four times in four years,
from Suharto - Megawati, has created many conflicts caused by unstable rules between the
Central Government and the Regional Government. There are no fixed rules of law (as it
happened to Manulife case), no guarantee of security, no certainty of problem solving on
the case of separatism in other provinces, the unfinished cases of corruption, collusion,
and nepotism (KKN), the overlapping rules and management of land, and environmental
issues. All of those cases have made the barriers in mining, industrial investment in
Indonesia. The newest rules found in RAPBN 2003 concerning to extensive and intensive
taxes as the main resource of state incomes are not proportional, unjust, and far from
transparency. These make the condition worse in mining industry in Indonesia.

In this multi-dimension problem, there is still a hope and a chance in gaining the
new inventors on mining industry because Indonesia has so many potential nature
resources that are unmapped. In the last two years there is a positive increase in the sector
of macro economics, the revision of law products, and the UUD45. Unfortunately, we also
have to be careful and ready to anticipate for there is a thesis on “The Removal of
Indonesia from the World Map in 2025” and it seems there are some attempts of doing
s0.

Abstrak

Industri pertambangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang
diandalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah,
terutama efek ganda (multipliers effect) yang ditimbulkan pada masyarakat setempat.
Dalam perjalanan panjang republik ini, telah banyak manfaat yang dirasakan dengan
hadirnya industri pertambangan, disamping tentu saja dampak negatif yang ditimbulkan.

Industri pertambangan yang mempunyai sifat khas : modal besar dan masa
pengembalian (payback period) yang lama, membutuhkan suatu kepastian jaminan
pemerintah dimana investasi tersebut ditanamkan. Perubahan dratis di dalam negeri,
terutama dalam bidang politik, sosial-ekonomi, dan lingkungan ikut mempengaruhi iklim
investasi industri mineral. Disamping itu imbas resesi dunia dan kecenderungan harga-
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harga komoditas mineral yang menurun akhir-akhir ini menjadikan industri mineral
terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Pergantian kekuasaan yang berulang kali, empat kali dalam empat tahun dari
Soeharto hingga Megawati, peluang konflik akibat perubahan kebijakan dan kewenangan
antara pemerintah pusat dan daerah, belum adanya kepastian hukum (seperti pada kasus
Manulife), jaminan stabilitas dan keamanan yang masih diragukan, ketidakjelasan
kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian kasus-kasus kerusuhan dan sparatisme di
daerah, penyelesaian kasus-kasus KKN yang tak tuntas, masih tumpang tindihnya
peraturan dan pengelolaan lahan serta isu-isu lingkungan, menjadikan hambatan dalam
investasi industri pertambangan di Indonesia. Kebijakan pemerintah Megawati paling baru
dalam RAPBN 2003 tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai sumber pokok
penerimaan negara, dinilai tidak proporsional, tidak adil dan tidak transparan,
menjadikan kondisi yang semakin tidak kondusif bagi industri pertambangan di Indonesia.

Di tengah permasalahan multi dimensi tersebut, harapan dan peluang masuknya
investasi baru pada industri mineral di Indonesia masih tetap terbuka, mengingat potensi
sumberdaya alam Indonesia yang melimpah dan belum terpetakan seluruhnya.
Amandemen UUD’45 yang lancar, perbaikan produk hukum terkait serta perbaikan sektor
ekonomi makro yang ditunjukkan dengan membaiknya indikator ekonomi pada dua tahun
terakhir menjadi harapan bagi peningkatan investasi pertambangan. Hanya saja perlu
dicermati pentingnya antisipasi sehubungan dengan adanya tesis tentang “dihapusnya”
Indonesia dari peta dunia paling lama tahun 2025, yang akhir-akhir ini nampak upaya-
upaya seperti itu mulai dijalankan.

I. PENDAHULUAN

Sektor pertambangan sebagai salah satu sektor riil penggerak perekonomian dan
pengembangan wilayah, semenjak lima tahun terakhir banyak mengalami tekanan-tekanan,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Di dalam negeri, suksesi kepemimpinan
nasional yang tidak mulus dan fluktuasi suhu politik pasca Orde Baru menghasilkan
dampak permasalahan bangsa yang multi dimensi, baik di bidang hukum, ekonomi, sosial,
budaya, dll. Permasalahan-permasalahan ini mensisakan “PR” tersendiri bagi bangsa
Indonesia. Tak terkecuali, dunia pertambangan juga kena imbasnya.

Sektor ekonomi dengan utang luar negeri yang luar biasa besar, menjadikan bangsa
Indonesia bak anak manis yang selalu patuh pada tuannya. Kemampuan untuk berekspansi
dan investasi baru di sektor pertambangan bagi BUMN dan Swasta Nasional pun menurun.
Di sisi lain, pemberantasan dan penyelesaian kasus-kasus KKN yang tidak jelas akan
menurunkan kepercayaan investor dan menjadikan ekonomi biaya tinggi.

Di bidang politik dan keamanan, penyelesaian kasus-kasus di daerah yang tidak
tuntas serta isu-isu global tentang terorisme menjadikan potensi instabilitas negara, yang
pada akhirnya dapat berimbas pada peluang dan minat berinvestasi di Indonesia.

Di tengah krisis bangsa yang multi dimensi tersebut, seberapapun besar tantangan
dan hambatan, peluang berusaha dan berinvestasi di bidang pertambangan haruslah tetap
dicari.

I1. EKSISTENSI DAN PERAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

Peran dan manfaat industri pertambangan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu
manfaat langsung yakni laba dari perusahaan bagi perekonomian nasional, serta peran dan
manfaat tak langsung, yaitu dalam hal pengembangan dan percepatan pembangunan
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wilayah, pengembangan masyarakat (community development),
sumberdaya manuasia (SDM), dan lain sebagainya.

Hasil surve Price Water House Coopers pada tahun 2001 terhadap 19 perusahaan
pertambangan besar (timah, nikel, tembaga, emas dan batubara) yang telah berproduksi
dan 23 perusahaan yang sedang dalam tahap eksplorasi, menunjukkan sumbangan yang
cukup berarti bagi perekonomian Indonesia (Tabel 2.1).

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah terpencil, sumbangan industri
pertambangan juga sangat berarti. Hal ini erat kaitannya dengan :

pengembangan

Tabel 2.1
Sumbangan Industri Pertambangan Terhadap Perekonomian Nasional
Rincian 1997 1998 1999 2000

. Upah karyawan, pembelian dalam negeri,

deviden dan bunga (Rp miliar) 4104,13 | 11.443,69 | 11.632,22 | 13.537,40
. Pendapatan pemerintah (Rp miliar) 1.912,03 6.762,15 6.962,99 6.843,76
. Sumbangan ke Produk Domestik Bruto (PDB) 1112190 | 36.477.80 | 31.20850 | 31.38500

(Rp miliar) St LR -Uo, -9509,
. Prosentase dari jumlah PDB (%) 18 3,7 2,8 3,8
. Tingkat pertumbuhan kontribusi industri 223 228 14.4 170

pertambangan (%) ’ ’ ' '

1. pembangunan infra struktur, seperti jalan dan jembatan, pelabuhan bahkan lapangan
terbang.

2. Meningkatkan pendapatan daerah.

3. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar daerah pertambangan.

4. Berpartisipasi dalam meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dan pengembangan
masyarakat (community development).

Manfaat ganda (multipliers effect) dari kegiatan pertambangan terhadap daerah terpencil

(setempat) diperkirakan 4 sampai 20 kali dari nilai investasi (M. Kaisiepo, 2002).

1. PERSEPSI DAN POTENSI PERSOALAN
Seringkali Industri pertambangan dipersepsikan negatif oleh sebagian masyarakat.

Hal ini tidak lepas dari sifat khas mineral dan industri mineral. Beberapa persepsi negatif

yang menjadi ancaman dalam investasi pertambangan antara lain :

1. Penggunaan lahan yang relatif luas. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik dengan
sektor lain, seperti sektor pertanian dan kehutanan, pariwisata, hak tanah ulayat dan
budaya masyarakat setempat.

2. Adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat yang sebagian
besar miskin dan terbelakang dengan komunitas industri pertambangan yang lebih
modern.

3. Munculnya sentimen kedaerahan yang menuntut pembagian hasil yang lebih
proporsional antara pusat dan daerah. Isu ini bila tidak ditangani secara benar
berpotensi untuk terjadinya sparatisme dan disintegrasi bangsa.

4. Dominasi investasi asing, karena investasi pertambangan membutuhkan modal besar
serta beresiko tinggi, sementara kemampuan pemerintah dan swasta nasional terbatas.
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5. Kerancuan pemahaman pengertian kepemilikan tanah dengan kepemilikan mineral
yang ada di bawahnya. Selama ini banyak masyarakat yang tidak tahu, bahwa dalam
UUD dinyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara. Kesalahan persepsi ini berpotensi memunculkan masalah pada
ganti rugi dan kompensasi.

6. Industri pertambangan berpotensi merusak lingkungan, karena Kkarakteristik
penambangan adalah “pembongkaran dan pengolahan” yang dapat menghasilkan
perubahan rona muka bumi dan berpotensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan.
Potensi persoalan ini akan muncul manakala diabaikannya faktor pengendalian
lingkungan. Persepsi keliru yang dibesar-besarkan saat ini adalah tambang identik
dengan perusak lingkungan, padahal tidak selalu benar. Ditinjau dari penggunaan
lahan, pemanfaatan hutan untuk pertambangan di Indonesia hanya sekitar 0,135 juta
hektar atau hanya 0,1 % luas areal hutan Indonesia (M. Kaisiepo, 2002).

7. Adanya peraturan perundangan yang bersifat sektoral dan parsial dalam pengelolaan
sumberdaya alam.

8. Ketidakkonsistenan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
hal perijinan dan pungutan pengusahaan bahan tambang akan memberatkan investor.

IV. PEMBAHASAN

Minat investor untuk menanamkan modalnya pada industri pertambangan tidak
cukup hanya dilihat dari kelayakan geologi dan ekonomi mineral/bahan galiannya saja, tapi
ada beberapa faktor yang lain yang penting, antara lain kepastian jaminan hukum dan
keamanan. Investor pertambangan asing, BUMN dan swasta nasional mengakui tentang
potensi dan keanekaragaman mineral dan bahan tambang Indonesia, namun yang lebih
penting saat ini adalah, apakah ada jaminan hukum dan keamanan untuk berinvestasi di
bidang ini, mengingat kondisi negara Indonesia saat ini.

4.1. Faktor Kendala dan Tantangan :

4.1.1. Bidang Ekonomi

Kelesuan ekonomi berdampak pada kelesuan investasi sektor riil. Kelesuan
perekonomian nasional yang berlarut-larut saat ini, antara lain disebabkan oleh masih
terikat dan disetirnya perekonomian nasional oleh badan-badan keuangan pemberi kredit
(CGI, IMF). Sehingga dalam banyak hal, kebijakan keuangan dan ekonomi nasional juga
tunduk kepada badan-badan tersebut.

Kontrak kerja pemerintah Indonesia dengan IMF akan berakhir November 2002,
belum pasti apakah kontrak tersebut diperpanjang atau dihentikan sama sekali, tapi yang
jelas selama IMF masih berkuasa atas kebijakan ekonomi makro dan moneter Indonesia,
terdapat indikasi yang sangat valid bahwa ada kecenderungan semakin terjadinya
pemiskinan terhadap negara.

Skenario pemiskinan negara itu secara konsisten terlihat dari fakta semakin kuatnya
tekanan IMF pada pemerintahan sekarang untuk melakukan : penjualan saham-saham
mayoritas BUMN yang sangat strategis, rencana agresif pemerintah untuk privatisasi atau
swastanisasi BUMN dan penjualan secara murah aset negara yang dikelola BPPN. Itu
artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Indonesia sebagai negara akan jatuh
miskin, karena hampir semua aset strategisnya yang produktif telah dijual. Padahal
keadaan aktual yang cukup mencemaskan di masa depan adalah jumlah penduduk
Indonesia yang semakin meningkat dengan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk
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miskin yang tinggi, sementara sumber-sumber ekonomis seperti minyak dan gas serta
beberapa jenis bahan tambang semakin menipis cadangannya, hutan yang semakin rusak
oleh eksploitasi yang berlebihan.

Sementara itu, berbagai kesan negatif tampaknya sudah menjadi label yang tidak
terlepaskan dari citra Indonesia di mata dunia. Hasil surve dari Political and Economic
Risk Consultancy (PERC) Maret 2002, secara khusus menyorot betapa parahnya kondisi
penyelewengan uang di Indonesia, yang menempatkan negara ini sebagai negara terkorup
di Asia untuk tahun ini. Pada tahun — tahun sebelumnya, hasil surve yang sama juga
menempatkan Indonesia dalam papan bawah sebagai negara korup dan bermasalah. Yang
menyedihkan, sepanjang tahun belum nampak perbaikan di negeri ini, sekalipun reformasi
bergulir belum mampu menghapus borok di negeri ini.

Hasil surve yang dilakukan LPEM — FEUI tahun 2001 menunjukkan pungli dan
korupsi birokrasi di pemerintahan menambah biaya produksi rata — rata 11,2 persen. Hal
ini tentunya akan menjadikan ekonomi biaya tinggi dan dapat berimbas pada minat
investasi di Indonesia.

Dalam hal pajak, rencana pemerintahan Megawati dalam RAPBN 2003 tentang
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai “sumber pokok penerimaan negara” sebesar
13,3 persen, kemungkinan dapat menurunkan likuiditas dunia usaha dan berkurangnya
kemampuan usaha untuk melakukan investasi serta perbaikan alat produksi. Ekstensifikasi
dan intensifikasi pajak juga memunculkan banyaknya restribusi-restribusi tambahan oleh
Pemerintah Daerah yang seharusnya sudah termasuk dalam perjanjian Kontrak Karya.
Akibatnya akan menambah beban pengusaha industri pertambangan.

4.1.2 Bidang Politik dan Keamanan

Persoalan politik dan keamanan merupakan salah satu faktor yang menjadikan
kendala masuknya investasi baru di sektor mineral, terutama di beberapa propinsi yang
bergejolak dan berpotensi terjadi kerusuhan, seperti Maluku, Sulawesi Tengah, Aceh dan
Papua. Penanganan kasus — kasus sparatisme di Aceh dan Maluku yang tak kunjung selesai
serta belum lagi perbaikan dan pemulihan kondisi sosial, infrastruktur dan lainnya,
membutuhkan penanganan yang serius. Kenyataannya pemerintah Megawati kurang serius
menangani masalah sparatisme dan konflik agama di Maluku, bahkan sejak ditunjuk
sebagai pejabat resmi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Umumnya penyelesaian
konflik sara hanya diselesaikan pada taraf ‘“rujuk® dengan intervensi pemerintah, tanpa
diikuti siapa memulai, siapa yang salah, ditinjau dari segi hukum pidana atau perdata.
Penyelesaian kasus seperti ini rawan dan berpotensi memunculkan konflik susulan. Contoh
perjanjian Malino | dan Il terkesan dipaksakan, hanya merupakan penanganan sesaat dari
pemerintah.

Isu — isu terbaru tentang terorisme, dan tudingan Barat (Amerika cs.) bahwa
Indonesia merupakan salah satu sarang teroris, dapat mempengaruhi kesetabilan negara.
Apalagi sasaran yang dituding sebagai teroris adalah umat Islam yang merupakan
mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini akan membuat resah masyarakat, dan kalau tidak
disikapi dan diantisipasi dengan baik akan menjadi kontra produktif bagi investasi dan
pertumbuhan industri pertambangan, yang mayoritas adalah asing (Barat). Munculnya
penolakan sebagian masyarakat terhadap beberapa produk Barat (Amerika) boleh jadi akan
merembet ke sektor bisnis pertambangan, dimana perusahaan — perusahaan Barat banyak
beroperasi di sini.

Fakta lain yang belum banyak diketahui orang adalah munculnya tesis yang dibuat
oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, bahwa pada tahun 2025 Indonesia dan
Pakistan, dua negara besar Asia akan hilang (dihapus) dari peta dunia. Mengapa harus
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Indonesia dan Pakistan ? jawabnya adalah karena dua negara ini menjadi simbol kekuatan
Islam, yang dicap teroris saat ini. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim
terbesar di dunia, dan Pakistan adalah satu — satunya negara Islam yang mempunyai
persenjataan nuklir. “Hilangnya” dua negara ini akan memperkuat hegemoni Barat
terhadap Timur.

Penting digaris bawahi disini, sudah sering terjadi dan terdapat bukti-bukti yang
signifikan bahwa “tesis Amerika” tidak hanya sekedar tesis, tapi “dibuktikan/diwujudkan”.
Kalau mau menengok sejenak pada riwayat lahirnya negara Israel, invasi AS ke Sudan,
perang Balkan, bahkan konflik-konflik di beberapa belahan dunia lainnya tak lepas dari
campur tangan Amerika Serikat. Kasus invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, tak lepas
dari grand scenario Amerika Serikat, karena pemerintah Taliban menolak rencana
pembangunan pipa minyak dan gas oleh Amerika Serikat (Centgas) dari Turkmenistan
melalui Afghanistan menuju Multan — Pakistan.

Majalah The New York Times edisi awal tahun 2002 dalam tulisan berjudul U.S see
battles after Afghan war in lawless area (setelah perang Afghan, Amerika membidik
perang di wilayah-wilayah tanpa hukum) dengan jelas menyebut Indonesia sebagai salah
satu target “anti teroris Amerika” (hasil wawancara dengan Deputi Menteri Pertahanan AS,
Paul D. Wolfowitz). Masih banyak lagi tulisan yang substansinya memperkuat tesis
tersebut di atas, akan tetapi tidak semuanya dapat dikemukakan disini. Yang jelas bahwa
upaya-upaya tersebut benar-benar nyata dan perlu antisipasi dari semua pihak.

Menegok kembali pada sejarah Indonesia, terdapat bukti-bukti kuat adanya upaya
provokasi agen — agen Amerika Serikat (CIA). Keterlibatan CIA pada pemberontakan
PRRI Permesta, rencana pembunuhan Presiden Soekarno dan suksesi berdarah Orde Lama
ke Orde Baru cukup untuk menjadi pelajaran. Hal ini hendaknya menjadi perhatian
pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu waspada dan tidak terpancing
isu — isu yang belum tentu kebenarannya, apalagi datangnya dari satu sumber (satu
kelompok) saja.

4.1.3 Bidang Peraturan Hukum dan Perundang — undangan

Semenjak bergulirnya reformasi, yang antara lain dengan lahirnya produk hukum
UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok — Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan membawa angin segar
dalam hal kesempatan, “recovery” dan partisipasi Pemerintah Daerah di dalam mengelola
dan memanfaatkan potensi daerahnya. Namun sebagaimana diketahui bahwa pemberian
kesempatan kepada Daerah untuk mengelola potensi sumberdaya alam juga membawa
persoalan baru. Sebagai contoh, investor yang sudah mendapatkan ijin Kontrak Karya
pertambangan, dimana persyaratan di didalamnya sudah termasuk iuran dan restribusi bagi
daerah, ternyata di lapangan masih banyak ditemui restribusi-restribusi tambahan yang
dipungut atas dasar Perda atas dasar otonomi daerah.

Beberapa kelemahan dari UU No. 22 tahun 1999 seperti pasal 7 dan pasal 10 yang
berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa kewenangan daerah
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar
negeri, hankam, . . .dst , serta “kewenangan bidang lain”. Termasuk bidang lain dirinci
disini adalah pendayagunaan sumberdaya alam. Padahal dalam pasal 10 disebutkan bahwa
Daerah berwenang “mengelola sumberdaya nasional” yang tersedia di wilayahnya dst.

Peraturan perundangan yang bersifat sektoral dan parsial dalam pengelolaan
sumberdaya alam juga mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan. Sebagai contoh,
terbitnya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni dalam pasal 38 ayat (4) berisi
tentang pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di lahan hutan lindung. Akibat
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diperlakukannya undang-undang tersebut, 50 perusahaan pertambangan yang sebagian
lokasi kerjanya ada di hutan lindung akan berhenti beroperasi. Padahal investasi yang
ditanamkan sebesar 16,8 miliar dollar AS dan dapat menyerap tenaga kerja 63.892 orang
(M. Kaisiepo, 2002) Tumpang tindihnya peraturan kehutanan dan pertambangan
menyebabkan terhentinya kegiatan pertambangan umum di kawasan hutan lindung. Calon
investor tak tertarik lagi ke Indonesia karena mereka menganggap tak ada kepastian
hukum. Resiko lebih jauh, pemerintah dapat dituntut ke arbitrase internasional dan
akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan internasional.

4.2. Faktor Pendukung dan Peluang :
4.2.1 Bidang Ekonomi

1.

Terjadinya kecenderungan penurunan defisit anggaran negara selama tiga tahun
terakhir, yakni 54,73 triliun pada tahun 2001, 42 triliun pada tahun 2002 dan
direncanakan pada tahun 2003 tinggal sebesar 26,23 triliun (E. Ishak, 2002).

Penurunan ratio utang dengan Produk Domesti Bruto (PDB) pada tahun — tahun
terakhir menunjukkan penurunan, yaitu 95 persen pada tahun 2001 dan 80 persen pada
tahun 2002, yang antara lain dikarenakan penurunan angka inflasi, turunnya suku
bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mendekati angka ideal dan penguatan kurs
rupiah terhadap dollar AS dalam waktu yang lama (Menkeu.Boediono, 2002).
Pengakuan lembaga-lembaga penilai Internasional terhadap perbaikan kemampuan
Indonesia dalam pembayaran hutang, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. Sampai September 2002, Standard and Poor’s (S&P) menaikan peringkat
hutang jangka panjang dari Selective Devault ; “SD” (beresiko tak dibayar) menjadi
“Tripple-C” (diragukan kemampuannya untuk bisa membayar), sementara peringkat
hutang jangka pendek dari “SD” menjadi “C”. Lembaga lain yaitu Fitch Ratings juga
menaikkan peringkat hutang jangka panjang dan jangka pendek pemerintah dari “B-
minus” menjadi “B” (stabil tidak akan berubah dalam waktu dekat)(Kompas,
10/10/2002).

Rencana pemerintah untuk melakukan desentralisasi fiskal, yaitu mengucurkan dana
dan kewenangan pengelolaan dana ke daerah (masyarakat) lebih besar diharapkan
dapat lebih membantu daerah mengembangkan potensi daerahnya. Sebagai gambaran,
untuk tahun 2003 mendatang, besarnya anggaran untuk daerah sebesar 113 triliun,
meningkat cukup signifikan dari realisasi tahun 2002 sebesar 98,7 triliun.
Kecenderungan penurunan suku bunga Sertifkat Bank Indonesia (SBI) beberapa bulan
terakhir ke level yang mendekati ideal. Januari 2002, suku bunga SBI masih pada level
18 % per tahun dan September 2002 yang lalu sudah 14,34 % per tahun. Penurunan
suku bungan SBI akan menurunkan suku bunga deposito dan akhirnya suku bunga
kredit. Hal ini diharapkan memacu pertumbuhan sektor riil, termasuk BUMN dan
Swasta Nasional yang bergerak di sektor pertambangan.

Penurunan angka inflasi dan kesetabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam
satu setengah tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan perekonomian nasional ke
arah yang lebih baik.

Adanya penarikan dana negara-negara Arab yang tersimpan di Amerika Serikat dan
Negara-Negara Barat secara besar-besaran memberikan peluang untuk menarik
investor baru dari Timur Tengah, yang nota bene merupakan sahabat tradisionil bangsa
Indonesia.
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4.2.2 Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia

Potensi mineral dan batubara di Indonesia yang melimpah, belum seluruhnya
dipetakan dan dieksploitasi, masih tetap memberikan peluang dan harapan bagi investor
untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Potensi timah Indonesia hingga 7 % dari
cadangan dunia. Tembaga, emas dan perak di Papua, Bauksit di kepulauan Riau dan
Kalimantan Barat. Nikel di Sulawesi Selatan, P. Gebe dan Maluku. Cadangan dan potensi
mineralisasi emas dan perak juga dapat dijumpai sepanjang jalur Bukit Barisan,
Kalimantan Selatan, Jawa Barat Selatan, NTB, Sulawesi Utara dan masih banyak di
beberapa daerah lainnya yang mungkin belum ditemukan.

Indonesia juga mempunyai batubara, minyak dan gas yang luar biasa besarnya.
Semua ini merupakan salah satu potensi yang menarik bagi investor pertambangan untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Namun yang lebih penting adalah, apakah potensi
yang demikian melimpah ini didukung oleh situasi yang kondusif bagi investasi.

Di bidang sumberdaya manusia, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang melimpah
bila dikelola dengan baik, tetap merupakan salah satu faktor penunjang. Setapak demi
setapak SDM Indonesia sudah lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Semakin
banyaknya institusi pendidikan, penelitian dan pelatihan akan semakin mendukung
keberadaan industri pertambangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sekitar tujuh
tahun yang lalu, institusi pendidikan pertambangan setingkat universitas tidak lebih dari
sepuluh buah, sekarang terdapat sekitar 20 institusi pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan ilmu-ilmu pertambangan.

4.2.3 Bidang Hukum dan Kebijakan Pemerintah

1. Suksesnya amandemen ke-4 UUD 1945 tanpa terjadi kerusuhan, memberikan
keyakinan kepada investor bahwa di Indonesia tidaklah segawat seperti yang
diberitakan di luar negeri. Dengan kata lain, hal ini secara umum menunjukkan
kesetabilan pemerintah dan negara.

2. Meskipun ada beberapa kelemahan, secara garis besar, berlakunya UU No 22 Tahun
1999 tentang Pokok — Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan memberikan keleluasaan Daerah
untuk mengelola sumberdaya alamnya dan lebih memberdayakan masyarakat setempat,
mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan daerah.

V. PENUTUP

Sebagai akhir dari tulisan ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan
agar minat dan peluang berusaha dan berinvestasi di sektor pertambangan tetap menarik
antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan otonomi daerah yang terkontrol dan terarah, agar di kemudian hari tidak
timbul perselisihan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola
dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

2. Membatasi pajak dan pungutan-pungutan lain yang tidak proporsional, apalagi yang
sudah termasuk dalam kontrak, dengan alasan otonomi daerah.

3. Pemerintah dan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat memecah
belah persatuan dan kesatuan bangsa, terutama isu-isu terorisme, serta bersama-sama
sekuat tenaga mengantisipasi upaya-upaya dalam rangka “penghapusan” Indonesia dari
peta dunia sebelum tahun 2025.
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4.

Mengadakan refisi atas UU No. 41 tahun 1999, khususnya Pasal 38 Ayat (4) yang
melarang kegiatan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, misalnya dengan
mengubah peruntukan kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi.
Merumuskan kebijakan mineral yang kompetitif, artinya kebijakan yang tidak hanya
mengejar “profit” bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saja, tetapi melihat
manfaat dari efek ganda (multipliers effect) dari keberadaan industri pertambangan.
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